
BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO ,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan

Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2024 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2023, Bupati Pohuwato menetapkan

Peraturan Bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan

dan belanja daerah sebagai landasan operasional

pelaksanaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati

Pohuwato tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato

Tahun Anggaran 2023.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

b.

Mengingat 1.
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BUPATI POHUWATO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR 20 TAHUN 2024 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang : 

Mengingat 

BUPATI POHUWATO, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan 

” 

Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023, Bupati Pohuwato menetapkan 

Peraturan Bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan 

dan belanja daerah sebagai landasan operasional 

pelaksanaan, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Pohuwato tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato 

Tahun Anggaran 2023. 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), 
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2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten

Pohuwato Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Negara

Republik Indonesia Nomor 4269);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (I,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6856) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4028) ;

3.

4.

5.

6.

7
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. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten 

Pohuwato Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Negara 

Republik Indonesia Nomor 4269), 

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286), 

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856), 

. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028), 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Inmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5340) ;

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tab lln 2009 Nomor 18, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5

Taturn 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6177);

IO. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
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8. 

10. 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340), 

. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6177), 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), 

PARAF 
OpD (BAG. HKM 

711 
| 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (l£mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2023

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6847) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (l£mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Inmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1067);
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11. 

12. 

13. 

14. 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6847), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

Serta Pelaksanaan dan  Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1067), 
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan

Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,

dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1777);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia TaIlun 2020

Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor I Tahun

2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2023 Nomor I,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor I);
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19. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan 

Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, 

dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1777), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan  Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799), 

Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 

2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2023 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1): 
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun

20:24 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah

Kabupaten Pohuwato Tahun 2023 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2023.

Pasal I

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

semula sebesar Rp. 959.654.854.378. bertambah sebesar Rp. 19.768.354.520

sehingga menjadi Rp. 979.423.208.898.- dengan rincian sebagai berikut:

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

1. Pendapatan Daerah
a. Semula

b. Bertambah/(Berkurang)

Jumlah Pendapatan Daerah
setelah Perubahan

Rp,

Rp.

974.959.993.390,-

3.666.980.540,-

Rp. 978.626.973.930,-

2. Belanja Daerah
a. Semula Rp.

Rp.

959.654.854.378,-

19.768.354.520,-b. Bertambah/(Berkurang)

Jumlah Belanja Daerah
setelah Perubahan

3. Pembiayaan

Rp. 979.423.208.898,-

a. Penerimaan Pembiayaan
1. Semula

2. Bertambah/(Berkurang)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan
setelah Perubahan

Rp.

Rp.

10.000.000.000,-

7.199.660.976,-

Rp. 17.199.660.976,-

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 

2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pohuwato Tahun 2023 Nomor 2). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2023. 

Pasal 1 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 

semula sebesar Rp. 959.654.854.378. bertambah sebesar Rp. 19.768.354.520 

sehingga menjadi Rp. 979.423.208.898.- dengan rincian sebagai berikut: 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 

terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. 

1. Pendapatan Daerah 

a. Semula Rp. 974.959.993.390,- 

b. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 3.666.980.540,- 

Jumlah Pendapatan Daerah 

setelah Perubahan Rp. 978.626.973.930,- 

2. Belanja Daerah 

a. Semula Rp. 959.654.854.378,- 

b. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 19.768.354.520,- 

Jumlah Belanja Daerah 

setelah Perubahan Rp. 979.423.208.898,- 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan Pembiayaan 

1. Semula Rp. 10.000.000.000,- 

2. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 71.199.660.976,- 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 

setelah Perubahan Rp. 17.199.660.976,- 
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b. Pengeluaran Pembiayaan
1. SemIrIa

2. Bertambah/(Berkurang)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
setelah Perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto
1. Semula

2. Bertambah/(Berkurang)
Setelah Perubahan

Sisa l£bih Pembiayaan Anggaran
Setelah Perubahan

Rp. 25.305.139.012,-

Rp. (8.901.713.004),-

Rp . 16.403.426.008,-

Rp. (15.305.139.012),-

Rp. 16.101.373.980.-

Rp. 796.234.968,-

Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal I, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dad:

1. Lampiran I Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut

kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian

objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Penjabaran APBD menurut urusan pernerintahan daerah,

organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis,

objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan,

belanja, dan pembiayaan;

Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;

Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran

bantuan sosial;

Daftar llama penerima, alamat penerima, dan besaran

bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

Daftar llama penerima, alamat penerima, dan besaran

belanja bagi hasil;

7. Lampiran VII Rincian dana otonomi khusus menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan,

subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan

subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan

2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran Vl
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b. Pengeluaran Pembiayaan 

1. Semula Rp. 25.305.139.012,- 

2. Bertambah/ (Berkurang) Rp. (8.901.713.004),- 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 

setelah Perubahan Rp. 16.403.426.008,- 

Jumlah Pembiayaan Netto 

1. Semula Rp. (15.305.139.012),- 

2. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 16.101.373.980.- 

Setelah Perubahan Rp. 796.234.968,- 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

Setelah Perubahan Rp. 0,- 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari: 

9 Lampiran I 

. Lampiran II 

. Lampiran III 

4. Lampiran IV 

. Lampiran V 

. Lampiran VI 

Lampiran VII 

Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut 

kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian 

objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, 

Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, 

objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan, 

Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah, 

Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran 

bantuan sosial, 

Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran 

bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus, 

Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran 

belanja bagi hasil, 

Rincian dana otonomi khusus menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, 

subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan 

subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan 
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8. Lampiran VIII Rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan

minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-

min)'ak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan,

kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian

objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam l£mbaran Daerah.

Ditetapkan di Marisa

Pada tanggal 30 September 2024

PIt. BUPAT}P6iIt)WATO

S iI IGIRISA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal 30 September 2024

SEKRETARIS DAEBAU KABUPATEN POHUWATO

k£NDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2024 NOMOR 20

PARAF KOORDIN ASI

bP

1[KEPALA PS

KA81D .AR66ARAN
KASI/KASUBAG/JF

PELAKSANA

8. Lampiran VIII Rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan 

minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH- 

minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, 

kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian 

objek pendapatan, belanja dan pembiayaan. 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

Ditetapkan di Marisa 

Pada tanggal 30 September 2024 

Diundangkan di Marisa 

pada tanggal 30 September 2024 

SEKRETARIS DAE KABUPATEN POHUWATO, 

KANDAR DATAU 

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2024 NOMOR 20 

PARAF KOORDINASI 
SEKDA | 
ASISTEN PEMKESRA IG 
ASISTEN ser-svercervxee: LI 
KABAG HUKUM 3 
KEPALA ..BPKPD...... NA 
KABID AHGGARAN 4 
KASI/ KASUBAG/IF saran... N 
PELAKSANA 


